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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan tindak pidana berbasis digital di
Indonesia, seperti penipuan online, pencurian data, dan penyalahgunaan transaksi elektronik.
Kondisi ini menuntut jaksa untuk memiliki profesionalisme yang mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi dan sistem pembuktian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital,
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya peningkatan kualitas aparat
penegak hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan
pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 12 informan yang terdiri atas 6 jaksa, 3
akademisi hukum pidana, dan 3 praktisi teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa profesionalisme jaksa berpengaruh terhadap efektivitas pembuktian dan penuntutan
perkara pidana digital. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan
kemampuan teknis, perkembangan cybercrime yang cepat, dan belum optimalnya koordinasi
antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan hukum pidana digital dan peningkatan kualitas profesionalisme jaksa di
Indonesia.

Kata Kunci: Profesionalisme Jaksa, Tindak Pidana Digital, Cybercrime, Pembuktian Elektronik,
Penegakan Hukum
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L. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem kehidupan
masyarakat, termasuk dalam pola kejahatan yang semakin memanfaatkan media digital sebagai sarana
utama (Cheng, 2023). Tindak pidana berbasis digital seperti penipuan online, pencurian data,
penyebaran informasi ilegal, hingga kejahatan siber lintas negara mengalami peningkatan yang
signifikan di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya jaksa, untuk
memiliki profesionalisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sistem pembuktian
elektronik (Gessa et al., 2023) dan (Pui & Choi, 2026). Jaksa tidak hanya dituntut untuk memahami
aspek hukum pidana secara normatif, tetapi juga harus mampu menguasai mekanisme pembuktian
digital yang semakin kompleks (Emma, 2026). Dalam praktiknya, penanganan perkara pidana berbasis
digital memerlukan ketelitian, kemampuan analisis teknologi, serta koordinasi yang efektif dengan

lembaga penegak hukum lainnya agar proses penuntutan dapat berjalan optimal.

Fenomena meningkatnya tindak pidana digital di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi teknologi
belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sumber daya penegak hukum. Data dari Badan Siber dan
Sandi Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa laporan kejahatan siber
terus mengalami peningkatan setiap tahun, terutama dalam kasus penipuan digital, peretasan data, dan
penyalahgunaan transaksi elektronik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa alat bukti elektronik kini
menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana (H. Sutrisno et al., 2023). Di sisi lain,
masih ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembuktian, seperti validitas alat bukti digital,
keterbatasan kemampuan teknis aparat, dan perkembangan modus kejahatan yang berlangsung sangat
cepat (Mukto et al., 2024) dan (Marder, 2022). Situasi ini menjadikan profesionalisme jaksa sebagai
faktor penting dalam menentukan efektivitas proses penuntutan perkara pidana berbasis digital di

Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penanganan tindak pidana siber dari aspek regulasi
hukum, pembuktian elektronik, maupun efektivitas penegakan hukum terhadap cybercrime. Penelitian
terdahulu umumnya menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik serta analisis terhadap alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Selain itu, terdapat
pula kajian yang membahas tantangan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan
kejahatan digital yang semakin kompleks (Bhandari et al., 2022) dan (Gattiglia, 2025). Namun
demikian, penelitian yang secara khusus meninjau profesionalisme jaksa dalam menangani perkara
pidana berbasis digital masih relatif terbatas. Padahal, jaksa memiliki posisi sentral dalam proses
pembuktian dan penuntutan sehingga kompetensi profesional menjadi aspek yang sangat menentukan

keberhasilan penegakan hukum (Naeem et al., 2025), (Chiu et al., 2024) dan (Antonietti et al., 2022).

Menurut (Botchkovar et al., 2025)Perkembangan cybercrime telah mengubah pola kejahatan
konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga sistem penegakan

hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Penegakan hukum pidana tidak lagi
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cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan kemampuan teknis dalam
memahami alat bukti elektronik dan sistem digital yang digunakan pelaku kejahatan. Sejalan dengan hal
tersebut, (Richardson et al., 2025) Menjelaskan bahwa pembuktian merupakan inti dari proses peradilan
pidana karena menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam suatu perkara. Dalam
konteks perkara pidana berbasis digital, jaksa dituntut memiliki kecermatan yang lebih tinggi dalam
menilai validitas alat bukti elektronik agar proses penuntutan tetap memenuhi prinsip kepastian hukum
dan keadilan. Oleh sebab itu, profesionalisme jaksa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa
perkembangan teknologi tidak melemahkan kualitas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana

di Indonesia.

Selain itu, (Shih, 2024) Menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa
faktor, salah satunya adalah kualitas aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum di
masyarakat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara pidana berbasis
digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan profesional aparat
penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menerapkan hukum secara tepat. Sementara itu, (Tuazon et al.,
2024) Berpendapat bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut aparat penegak hukum untuk
meningkatkan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial maupun
teknologi. Dalam perkara pidana digital, jaksa memiliki tanggung jawab besar untuk membangun
konstruksi pembuktian yang mampu menjelaskan hubungan antara alat bukti elektronik dengan unsur
tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme jaksa menjadi
kebutuhan mendesak agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis digital dapat

berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih
mendalam. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek regulasi dan pembuktian elektronik,
sementara pembahasan mengenai profesionalisme jaksa dalam menghadapi perkara pidana digital
belum banyak dianalisis secara spesifik (Maxime, 2025) dan (Stoykova & Lup, 2024). Selain itu, masih
sedikit penelitian yang menghubungkan kemampuan teknis digital jaksa dengan efektivitas proses
penuntutan dalam perkara berbasis teknologi informasi. Kesenjangan lainnya terlihat pada minimnya
pembahasan mengenai standar profesional dan etika jaksa dalam menghadapi penggunaan alat bukti
digital yang terus berkembang (Miller, 2023), (Steen & Langvik, 2025) dan (Westphalen et al., 2025).
Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan analisis lebih komprehensif mengenai

profesionalisme jaksa dalam konteks penanganan perkara pidana berbasis digital di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana
berbasis digital, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian dan penuntutan,
serta mengkaji upaya peningkatan kualitas profesionalisme aparat penuntut umum di era digital.
Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan profesionalisme jaksa

sebagai pusat analisis utama dalam penanganan perkara pidana berbasis digital, bukan hanya pada aspek
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regulasi atau tindak pidananya semata. Penelitian ini juga mencoba menghubungkan aspek kompetensi
digital, profesionalisme, dan efektivitas penuntutan dalam satu pembahasan yang terintegrasi. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian
hukum pidana digital serta memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di
Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi
lembaga penegak hukum dalam memperkuat kapasitas jaksa menghadapi tantangan kejahatan digital

yang terus berkembang.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris
(socio-legal research) yang berfokus pada analisis profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara
pidana berbasis digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji
norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana implementasi profesionalisme jaksa dalam
praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana digital. Penelitian dilakukan secara deskriptif-
kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan profesional,

kendala teknis, serta efektivitas jaksa dalam menangani pembuktian elektronik.

KERANGKA BERPIKIR

Profesionalisme Jaksa dalam Penanganan
Perkara Pidana Berbasis Digital di Indonesia

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis Empiris
(Socio-Legal Research)

! ! !

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDEKATAN KONSEPTUAL PENDEKATAN KASUS
(Statute Approach) (Conceptual Approach) (Case Approach)

* Mengkaji peraturan perundang-undangan e Memahami konsep profesionalisme jaksa, * Menganalisis praktik penanganan perkara
yang mengatur tindak pidana digital dan penegakan hukum, cybercrime, dan pidana berbasis digital oleh jaksa
pembuktian elektronik pembuktian elektronik « Membandingkan penerapan hukum dalam

« Sumber: KUHP, KUHAP, UU ITE, * Menganalisis prinsip-prinsip hukum berbagai kasus untuk mengetahui
KUHPerdata, dan peraturan terkait lainnya dalam penanganan perkara pidana efektivitas dan kendala yang dihadapi

berbasis digital

| [
v

TUJUAN PENELITIAN
Menganalisis profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital secara komprehensif
dan menemukan solusi terhadap tantangan penegakan hukum di era teknologi informasi.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana

Berbasis Digital di Indonesia

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini juga
memanfaatkan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
agar pembahasan mengenai profesionalisme jaksa dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Dengan

desain tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata penanganan perkara
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pidana digital serta menemukan solusi yang relevan terhadap tantangan penegakan hukum di era
teknologi informasi. Gambar 1 menunjukkan alur kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan
hubungan antara pendekatan penelitian, sumber data, proses analisis, hingga tujuan penelitian dalam

mengkaji profesionalisme jaksa pada penanganan perkara pidana berbasis digital di Indonesia.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum, khususnya jaksa yang pernah menangani
perkara pidana berbasis digital, akademisi hukum pidana, serta praktisi yang memiliki keterkaitan
dengan pembuktian elektronik dalam proses peradilan pidana. Sampel penelitian ditentukan
menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman
responden dalam menangani perkara pidana digital. Jumlah sampel penelitian terdiri atas 12 orang
informan yang meliputi 6 jaksa pada Kejaksaan Negeri, 3 akademisi hukum pidana, dan 3 praktisi
teknologi informasi yang memahami sistem pembuktian digital. Kriteria pemilihan informan didasarkan
pada pengalaman minimal tiga tahun dalam bidang penanganan perkara pidana berbasis teknologi
informasi atau keterlibatan langsung dalam proses pembuktian elektronik. Pemilihan sampel tersebut
dilakukan agar data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai

profesionalisme jaksa dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital di Indonesia.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi
terhadap perkara pidana berbasis digital yang telah diproses melalui sistem peradilan pidana.
Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada beberapa jaksa pada tahun 2026
dengan fokus pertanyaan mengenai kemampuan teknis jaksa dalam memahami alat bukti elektronik,
hambatan pembuktian digital, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta upaya peningkatan
profesionalisme dalam menangani cybercrime. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan akademisi
hukum pidana terkait pandangan mengenai kesiapan institusi kejaksaan dalam menghadapi
perkembangan tindak pidana digital yang semakin kompleks. Proses pengumpulan data sekunder
dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan
pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis digital dan
profesionalisme aparat penegak hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan

berdasarkan tema penelitian agar mempermudah proses analisis secara mendalam.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam yang disusun berdasarkan
fokus penelitian mengenai profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital.
Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan terkait pemahaman jaksa terhadap alat bukti elektronik,
kemampuan penggunaan teknologi digital dalam proses pembuktian, hambatan teknis dalam

penuntutan, serta upaya peningkatan kapasitas profesional aparat penegak hukum. Selain pedoman
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wawancara, penelitian ini juga menggunakan instrumen dokumentasi berupa catatan hasil wawancara,
dokumen perkara pidana digital, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan
dengan topik penelitian. Untuk menjaga konsistensi data, proses wawancara dilakukan menggunakan
alat perekam suara dengan persetujuan informan serta pencatatan hasil wawancara secara sistematis.
Instrumen penelitian tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat

relevansi dan akurasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
E.  Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara yuridis-analitis. Data hasil wawancara
terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema seperti profesionalisme
jaksa, kendala pembuktian digital, efektivitas penuntutan, dan kebutuhan peningkatan kompetensi
teknologi informasi. Setelah itu, data dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-
teori hukum pidana dan penegakan hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan bantuan perangkat lunak pengolah
data kualitatif untuk mempermudah proses pengelompokan dan interpretasi data hasil wawancara.
Melalui proses analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif
dan relevan terhadap kondisi profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital

di Indonesia.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi masalah dan
penentuan fokus penelitian mengenai profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis
digital. Tahap berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait
cybercrime serta pembuktian elektronik. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan
informan yang telah ditentukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penanganan perkara
pidana digital di lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis
menggunakan pendekatan yuridis empiris agar ditemukan hubungan antara ketentuan hukum dengan
implementasi profesionalisme jaksa dalam praktik penuntutan. Tahap terakhir dilakukan dengan
menyusun hasil penelitian, menarik kesimpulan, serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan

peningkatan profesionalisme jaksa dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan aspek etis dengan menjaga kerahasiaan identitas informan serta
memastikan bahwa seluruh proses wawancara dilakukan berdasarkan persetujuan informan secara sadar
dan sukarela. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian,

manfaat penelitian, serta penggunaan data yang diperoleh agar informan memahami keterlibatan mereka
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dalam penelitian ini. Seluruh data hasil wawancara digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan
tidak disebarluaskan di luar kebutuhan penelitian. Peneliti juga memastikan bahwa proses pengumpulan
data tidak menimbulkan tekanan maupun kerugian terhadap informan, khususnya bagi jaksa yang
memberikan informasi terkait praktik penanganan perkara pidana digital. Dengan memperhatikan
prinsip etika penelitian tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan data yang objektif, valid,

dan tetap menghormati hak serta privasi seluruh pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih
informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan jaksa
sebagai informan utama dilakukan karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam proses
penanganan, pembuktian, dan penuntutan perkara pidana berbasis digital sehingga mampu memberikan
gambaran empiris mengenai tantangan profesionalisme dalam praktik penegakan hukum. Selain itu,
akademisi hukum pidana dipilih untuk memberikan pandangan konseptual dan analisis teoritis terkait
perkembangan cybercrime, pembuktian elektronik, serta kesiapan sistem hukum pidana dalam
menghadapi transformasi digital. Penelitian ini juga melibatkan praktisi teknologi informasi guna
memperoleh pemahaman teknis mengenai validitas alat bukti elektronik, sistem keamanan digital, dan
perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap proses pembuktian perkara pidana digital.
Kombinasi informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif, objektif,
dan mendalam sehingga analisis mengenai profesionalisme jaksa dapat dilakukan secara lebih

terintegrasi antara aspek hukum, praktik penegakan hukum, dan perkembangan teknologi informasi.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No Jenis Informan Jumlah Kriteria Informan Teknik Sampling

Informan
Memiliki pengalaman menangani perkara Purposive
! Jaksa 6 Orang pidana berbasis digital minimal 3 tahun Sampling
) Akademisi 3 Oran Memahami hukum pidana, cybercrime, dan Purposive
Hukum Pidana & pembuktian elektronik Sampling
Praktisi . Memiliki pemahaman terkait sistem digital Purposive

3 Teknologi 3 Orang . . .
. dan alat bukti elektronik Sampling
Informasi
Total 12 Orang

Keberagaman latar belakang informan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh sudut
pandang yang lebih luas mengenai dinamika penanganan perkara pidana berbasis digital di Indonesia.
Data yang berasal dari jaksa memberikan gambaran mengenai praktik penuntutan dan kendala
pembuktian elektronik di lapangan, sedangkan pandangan akademisi membantu memperkuat analisis
terhadap aspek normatif dan perkembangan teori hukum pidana digital. Di sisi lain, keterlibatan praktisi
teknologi informasi menjadi penting karena perkara pidana berbasis digital tidak dapat dipisahkan dari

perkembangan sistem teknologi dan keamanan data yang terus mengalami perubahan. Melalui
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perpaduan perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara
profesionalisme aparat penegak hukum dengan kebutuhan penguasaan teknologi dalam proses
penanganan perkara pidana modern. Pendekatan ini juga mendukung terciptanya analisis yang lebih
mendalam terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis
digital yang semakin kompleks. Gambar 2 menunjukkan distribusi jumlah informan penelitian yang
terdiri atas jaksa, akademisi hukum pidana, dan praktisi teknologi informasi yang dipilih berdasarkan
keterkaitan kompetensi dan pengalaman dengan penanganan perkara pidana berbasis digital di

Indonesia.

6 Orang

3 Orang 3 Orang

Jumlah Informan (Orang)

Jaksa Akademisi Hukum Pidana Praktisi Teknologi Informasi

Gambar 2. Diagram Batang Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Kategori Informan

Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana utama untuk memperoleh data yang relevan dengan
fokus kajian mengenai profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital.
Penggunaan instrumen yang tepat diperlukan agar proses pengumpulan data dapat dilakukan secara
sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen disusun
untuk mendukung penggalian informasi baik dari aspek empiris maupun aspek normatif sehingga data
yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi praktik di lapangan, tetapi juga memiliki
keterkaitan dengan analisis hukum yang digunakan dalam penelitian. Rincian instrumen penelitian yang

digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Instru'nolen Bentuk Instrumen Fokus Penggunaan
Penelitian
Pedoman Pertanyaan semi-terstruktur Menggali informasi mengenai profe51onal¥SI'ne jaksa
Wawancara dan hambatan penanganan perkara digital
Dokumentasi Arsip perkara dan dokumen | Mengumpulkan data terkal.t penanganan perkara pidana
hukum berbasis digital
Alat Perekam Rekaman audio wawancara Menjaga keakuratan hasil wawancara
Literatur Hukum Buku, j uml?lll’k(lllérl:ll peraturan Mendukung analisis teoritis dan yuridis

Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap instrumen penelitian memiliki fungsi yang berbeda namun saling

melengkapi dalam proses pengumpulan data. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh
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informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait penanganan perkara
pidana digital, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkuat data melalui arsip perkara dan
berbagai dokumen hukum yang relevan. Penggunaan alat perekam membantu menjaga ketepatan
informasi selama proses wawancara sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara lebih akurat. Selain
itu, literatur hukum digunakan sebagai dasar dalam membangun kerangka teoretis dan analisis yuridis
agar pembahasan penelitian tetap terarah sesuai dengan perkembangan hukum pidana dan teknologi

informasi di Indonesia.

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah seluruh
informasi yang telah diperoleh menjadi temuan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian
ini, proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyesuaikan karakter data yang berasal dari
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai profesionalisme jaksa dalam penanganan
perkara pidana berbasis digital. Tahapan analisis dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh
dapat disusun secara terarah dan mampu menjawab fokus penelitian secara lebih mendalam. Uraian

mengenai tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Teknik Analisis Data

Tahapan Analisis Penjelasan
Reduksi Data Menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi
pustaka
Klasifikasi Data Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian seperti profesionalisme,
pembuktian digital, dan hambatan penuntutan
Penyajian Data Menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami
Penarikan Kesimpulan Menyusun hasil akhir penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan

Tabel 3 menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling
berkaitan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap data penelitian. Reduksi
data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga pembahasan
tetap terarah pada profesionalisme jaksa dan penanganan perkara pidana digital. Selanjutnya, data yang
telah diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan
antar data dapat dipahami secara lebih jelas. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan
berdasarkan hasil interpretasi seluruh data sehingga penelitian mampu memberikan gambaran yang
lebih mendalam mengenai efektivitas profesionalisme jaksa dalam menghadapi perkembangan

kejahatan berbasis teknologi informasi.
Pembahasan/Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis
digital memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas proses penuntutan dan
pembuktian di pengadilan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa jaksa tidak hanya dituntut
memahami ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana secara normatif, tetapi juga harus memiliki
kemampuan teknis dalam membaca, menilai, dan menghubungkan alat bukti elektronik dengan unsur

tindak pidana yang didakwakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi
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informasi telah mengubah pola kerja aparat penegak hukum, khususnya dalam proses pembuktian
perkara pidana digital yang membutuhkan ketelitian serta pemahaman terhadap sistem teknologi
informasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan profesional jaksa berpengaruh terhadap
kualitas konstruksi dakwaan dan efektivitas proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, hasil
penelitian ini menjawab tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis profesionalisme jaksa

dalam menghadapi perkembangan tindak pidana berbasis digital di Indonesia.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan utama dalam penanganan perkara pidana
berbasis digital tidak hanya berasal dari perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, tetapi
juga dari keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam memahami alat bukti elektronik
(Kim, 2025). Beberapa informan menyampaikan bahwa proses pembuktian digital sering mengalami
kendala karena data elektronik dapat dengan mudah dimodifikasi, dihapus, atau disamarkan, sehingga
memerlukan proses verifikasi yang lebih mendalam (Arkha et al., 2025). Selain itu, penelitian ini
menemukan bahwa koordinasi antarlembaga penegak hukum dan ahli digital forensik masih belum
berjalan secara optimal dalam beberapa kasus tertentu (Breitinger & Horsman, 2023) dan (Roopak et
al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan perkara pidana digital memerlukan waktu
yang lebih lama dibandingkan dengan perkara pidana konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa
profesionalisme jaksa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan hukum, tetapi juga dengan kesiapan

untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
perkembangan cybercrime telah meningkatkan kompleksitas sistem pembuktian dalam hukum pidana
modern (Pirkko et al., 2025). Penelitian terdahulu umumnya menegaskan bahwa alat bukti elektronik
menjadi komponen penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis digital.
Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya berfokus pada aspek regulasi
dan alat bukti elektronik, tetapi juga menempatkan profesionalisme jaksa sebagai pusat analisis utama
dalam proses penanganan perkara pidana digital. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan proses
penuntutan sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam memahami teknologi informasi dan
membangun hubungan antara bukti digital dengan unsur tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum pidana digital, khususnya yang

berkaitan dengan kualitas profesional aparat penegak hukum.

Selain mendukung penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menemukan beberapa kondisi yang
menunjukkan adanya tantangan baru dalam penanganan perkara pidana berbasis digital. Salah satu
temuan yang cukup menarik adalah masih adanya perbedaan tingkat pemahaman teknologi digital di
antara aparat penegak hukum, termasuk dalam penggunaan perangkat pembuktian elektronik dan
analisis data digital. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas penanganan perkara pidana digital dapat
berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan

jumlah tindak pidana digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pelatihan teknis dan penguatan
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kapasitas profesional bagi jaksa secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi tidak hanya menciptakan tantangan baru bagi pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan
tekanan terhadap sistem penegakan hukum agar mampu melakukan penyesuaian secara cepat dan

efektif.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas penegakan hukum
dipengaruhi oleh kualitas profesional aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Profesionalisme jaksa dalam perkara pidana berbasis digital tidak lagi dapat dipahami hanya dari aspek
penguasaan hukum semata, melainkan juga harus mencakup kemampuan adaptasi terhadap
perkembangan teknologi informasi dan pembuktian elektronik. Penelitian ini juga memberikan
kontribusi terhadap pengembangan kajian socio-legal research dengan menunjukkan hubungan antara
perkembangan teknologi digital dengan perubahan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari
sisi praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi digital bagi jaksa melalui
pelatihan teknologi informasi, penguatan kerja sama dengan ahli digital forensik, serta pengembangan
sistem pembuktian elektronik yang lebih terintegrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi bagi institusi penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara pidana

berbasis digital secara lebih efektif dan profesional.

Meskipun penelitian ini telah berupaya memberikan analisis yang mendalam mengenai profesionalisme
jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital, penelitian ini masih memiliki beberapa
keterbatasan. Keterbatasan pertama terletak pada jumlah informan penelitian yang masih terbatas
sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian
sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pandangan subjektif informan. Penelitian ini juga memiliki
keterbatasan dalam mengakses beberapa dokumen perkara digital yang bersifat rahasia sehingga tidak
seluruh proses penanganan perkara dapat dianalisis secara rinci. Di samping itu, perkembangan
teknologi digital yang berlangsung sangat cepat memungkinkan adanya perubahan pola kejahatan dan

sistem pembuktian yang terus berkembang di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai wilayah dan
institusi penegak hukum di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan
kuantitatif atau mixed method untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tingkat
profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara pidana berbasis digital. Selain itu, penelitian di masa
mendatang dapat lebih fokus pada analisis efektivitas pelatihan teknologi informasi bagi aparat penegak
hukum serta pengaruh penggunaan digital forensik terhadap keberhasilan pembuktian di persidangan.
Kajian lanjutan mengenai integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam proses penegakan hukum pidana
digital juga menjadi topik yang penting untuk dikembangkan seiring dengan meningkatnya penggunaan

teknologi modern dalam sistem peradilan pidana.
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IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam
penanganan perkara pidana berbasis digital di Indonesia, khususnya dalam proses pembuktian dan
penuntutan yang melibatkan alat bukti elektronik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum
sehingga jaksa dituntut tidak hanya memahami aspek hukum pidana secara normatif, tetapi juga
memiliki kemampuan teknis dalam menganalisis dan memverifikasi bukti digital. Penelitian ini juga
menemukan bahwa efektivitas penanganan perkara pidana digital dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti kemampuan profesional aparat penegak hukum, validitas alat bukti elektronik, koordinasi antar
lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan cybercrime yang
semakin kompleks. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis profesionalisme jaksa,
mengidentifikasi hambatan dalam penanganan perkara pidana digital, dan mengkaji upaya peningkatan

kualitas penuntutan telah berhasil dijawab melalui hasil penelitian yang diperoleh.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas kajian hukum pidana digital melalui
analisis yang menempatkan profesionalisme jaksa sebagai fokus utama dalam proses penegakan hukum
terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan
pentingnya penguatan kompetensi digital bagi jaksa melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan
pemahaman terhadap digital forensik, serta pengembangan sistem pembuktian elektronik yang lebih
efektif dan terintegrasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap
perkara pidana berbasis digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga
pada kesiapan profesional aparat penegak hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan
teknologi. Meskipun penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam jumlah informan dan akses
terhadap beberapa dokumen perkara digital, hasil penelitian tetap memberikan gambaran yang relevan
mengenai kondisi profesionalisme jaksa dalam praktik penanganan perkara pidana digital di Indonesia.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, menggunakan
pendekatan yang lebih beragam, serta mengembangkan kajian mengenai integrasi teknologi modern dan

digital forensik dalam sistem penegakan hukum pidana di masa mendatang.
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